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ABSTRAK

DIANA SUPRAMONO. NPM.18810667. 2022.ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
PERAMPASAN ASET HASIL DARI KEJAHATAN KORUPSI. Skripsi. Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing | Dadin Eka
Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing Il Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: UU 31 Tahun 1999, Perampasan Aset, Korupsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perampasan asset dari hasil
kejahatan korupsi berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas
undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan
untuk mengetahui dampak yuridis perampasan asset dari hasil kejahatan korupsi yang
dikuasai pihak ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis
penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan
hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak
menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Adapun
kedudukan hukum tentang perampasan harta hasil korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999, selain pidana tambahan yang ditentukan dalam Bab Il
KUHP untuk perkara tindak pidana korupsi ditentukan pidana tambahan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pidana
tambahan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang
tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Pasal 38B Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perampasan aset t dapat dilakukan
upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan/ hak-hak dari pihak ketiga yang
dirugikan, terkait dengan aset yang dirampas tersebut pihak ketiga dapat melakukan
pembuktian bahwa kepentingan/hak tersebut benar adannya dan tidak merupakan bagian dari
suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ini pihak ketiga dapat
mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling 2
(dua) bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan disidang terbuka untuk umum yang diatur



dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.
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